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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. KESIMPULAN 

Hasil analisis atas persoalan penelitian dan pembahasannya dapat disimpulkan 3 hal 

sesuai dengan rumusan persoalan penelitian yakni  

1. Variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi NTT 

2. Variabel Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan APBD pada 

Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT 

3. Variabel variabel komitmen Manajemen berpengaruh signifikan terhadap 

Penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi NTT 

 

5.2. IMPLIKASI 

5.2.1. Implikasi Teoritis 

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. Pada dasarnya tujuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN. APBD disusun sebagai 

pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. 

Dukungan SDM yang handal, memberikan dampak besar bagi penyerapan 

APBD, Menurut Sugeng (2002), kualitas sumber daya manusia merupakan 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan layanan professional. Abdullah (1990) dan Acok (1991), sependapat 

bahwa kualitas sumber daya manusia selalu tidak akan terlepas dari sebuah kerja 

professional. Sehingga sebuah kualitas kerja, haruslah dilibatkan dalam konteks kerja 
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yang merupakan profesi seseorang. Karenanya, tidak mengherankan apabila kualitas 

sumber daya manusia yang tinggi diharapkan muncul pada kaum professional, hal ini 

tidak mengherankan karena kaum profesionallah yang memiliki keahlian, organisasi 

dan kode etik yang memudahkan mereka untuk mengembangkan konsep, tolak ukur, 

bahkan ukuran yang bisa mereka gunakan untuk menilai dan membentuk citra diri 

mereka. Oleh sebab itu, perhatian yang lebih besar harus diberikan pada Manajemen 

SDM itu sendiri.   

Salah satu faktor utama yang menentukan baik atau tidak jalannya roda 

pemerintahan ini adalah sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia 

mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi 

(kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau 

kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus 

dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-

keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes). 

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya meliputi tahap-tahap berikut : (1). 

Perencanaan (2). Pengesahan (3). Pelaksanaan dan (4). Pelaporan dan 

pertanggungjawaban. Perencanaan anggaran merupakan tahap penting dalam siklus 

anggaran. Perencanaan anggaran dapat dilakukan melalui pendekatan top down 

budget planning, bottom up, atau kombinasi antara top down dan bottom up budget. 

Bagi organisasi sektor publik anggaran bukan hanya sebuah rencana tahunan tetapi 

juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolan dana publik yang dibebankan 

kepadanya. Perencanaan anggaran adalah aktivitas analisis dan pengambilan 

keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang 

akan datang. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran 

organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis dan 

melibatkan aspek operasional. 

Menurut hasil penelitian Alumbida (2016), komitmen sebagai suatu keadaan 

dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan– tujuan dan keinginannya 

untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen merupakan 

seluruh upaya yang sinergi dari seluruh anggota organisasi itu sendiri dalam 

mewujudkan tujuan organisasinya sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. 
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5.2.2. Implikasi Terapan 

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan simpulan diatas, maka beberapa implikasi 

terapan berupa saran sebagai berikut 

1. Bagi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT 

Semakin dimaksimalkan penyerapan APBD dengan meningkatkan kualitas 

SDM, Perencanaan yang baik dan komitmen Manajemen 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

Menambah metode survey dengan melakukan wawancara  menyeluruh bukan 

saja kepada pimpinan tetapi juga semua ASN yang terlibat dalam pelaksanaan 

program 

 

 


